TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA LAUNDRY

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG

(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik

Hati Way Halim Kota Bandar Lampung) by HANIVAH, SITI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA LAUNDRY 
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG 
(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik 
Hati Way Halim Kota Bandar Lampung) 
 
SKRIPSI 
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 





Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 
 
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG 
1441 H/2020 M 
i 
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA 
LAUNDRY RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG 
(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik 
Hati Way Halim Kota Bandar Lampung) 
SKRIPSI 
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 






Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 
 
 
Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I 




FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG 






 Jasa laundry pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung 
adanya perbedaan penerapan jasa laundry antara Rumah Sakit satu dengan lainnya 
serta laundry pada umumnya. Seperti pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan 
RSIA Puri Betik Hati Way Halim yang terdapat perbedaan sistem maupun tarif. 
Maka dalam hal ini, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). 
Bagaimana praktik jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, 2). 
Bagaimana persamaan dan perbedaan antara jasa laundry di RSIA Restu Bunda 
dan di RSIA Puri Betik Hati, 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. Maka tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui sejelas mungkin tentang praktik jasa laundry 
RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, untuk mengetahui sejelas mungkin 
tentang persamaan dan perbedaan antara jasa laundry di RSIA Restu Bunda dan 
RSIA Puri Betik Hati, dan untuk mengetahui sejelas mungkin tentang pandangan 
hukum Islam terhadap praktik jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri 
Betik Hati. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
sifatnya deskriptif analisis yaitu menggambarkan secermat mungkin tentang 
sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu kemudian dianalisis. 
Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan 
data metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data lainnya dari 
data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan jasa laundry 
pada RSIA, dan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya 
diperoleh dari jurnal, literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan buku-
buku. Semua data tersebut sebagai bahan pengolahan data untuk mendeskripsikan 
praktik jasa laundry pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati dan 
dianalisis menggunakan analisis data komparasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 1). Praktik jasa laundry pada RSIA Restu Bunda berdiri sejak tahun 2014 
dengan satu pengelola laundry, tarif jasa laundry sebesar Rp5.000,00/satu pakaian 
dan pencucian menggunakan tangan. Dan praktik jasa laundry RSIA Puri Betik 
Hati berdiri sejak 2012 dengan empat pegawai, tarif jasa laundry sebesar 
Rp8.000,00/kg pakaian dan pencucian menggunakan mesin terkadang 
menggunakan tangan juga. 2). Persamaan jasa laundry RSIA Restu Bunda dan 
RSIA Puri Betik Hati sama kualitasnya yakni terlihat bersih dan wangi, perbedaan 
terletak pada sistem pelayanannya, proses pembersihan pakaian, maupun sistem 
tarif jasa yang ditentukan. Dalam hal ini, RSIA Puri Betik Hati lebih unggul selain 
dari pelaksanaannya baik juga dalam penentuan tarif tidak adanya perselisihan.3). 
Tinjauan hukum Islam terhadap jasa laundry di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri 
Betik Hati, jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya sah karena telah 
memenuhi rukun dan syarat akad, di mana pelaku akad sudah „âqil balȋgh dan 
terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak, kemudian 
adanya kejelasan mengenai tarif jasa maupun waktu penyelesaiannya pada saat 
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A. Penegasan Judul 
Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari penulisan judul 
skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa 
Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung (Studi 
Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik 
Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)" guna menghindari kesalah 
pahaman dalam memahami judul tersebut, maka istilah-istilah yang perlu 
dijelaskan antara lain: 
1. Tinjauan Hukum Islam 
a. Tinjauan 




b. Hukum Islam 
Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata 
“Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan 
dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan juga dalam 
bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan 
berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060 
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Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah swt. yang kewajibannya 
telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur‟an atau hukum-
hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban 
shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang 
muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan 
ijtihad berdasarkan syari‟ah yang disebut dengan istilah fikih.3 
Jadi yang dimaksud dengan tinjauan studi Islam adalah menyelidiki 
tingkah laku manusia dalam bermuamalah berdasarkan syari‟ah yang 
disebut dengan fikih ekonomi syari‟ah. 
2. Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak 
a. Praktik 




Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi 
orang lain, negara, instansi, atau perbuatan yang memberikan segala 
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 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), h.9  
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(Yogyakarta: (LKiS 2016), h.197 
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Laundry adalah jasa pencucian pakaian kotor sampai dengan 
kering dan siap pakai, dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa 
laundry dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen 
pakaian tersebut sudah siap digunakan kembali (sudah bersih dalam 
keadaan rapih). 
Jadi yang dimaksud dengan praktik jasa laundry Rumah Sakit Ibu 
dan Anak adalah melihat secara nyata pelaksanaan yang terjadi pada jasa 
laundry RSIA. 
3. Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati 
a. Studi Komparasi 





 Jadi, studi komparasi adalah penelitian 
ilmiah yang dilakukan dengan membandingkan objek satu dengan objek 
lainnya. 
b. RSIA Restu Bunda 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Restu Bunda berada di 
kecamatan Teluk Betung kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pada 
RSIA Restu Bunda terdapat jasa laundry dengan sistem pencucian 
menggunakan tangan, sementara tarif jasanya berdasarkan sistem satuan 
dimana pakaian besar dan kecil sama tarifnya. 
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c. RSIA Puri Betik Hati 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati berada di 
kecamatan Way Halim kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pada RSIA 
Puri Betik Hati terdapat jasa laundry dengan sistem pencucian 
menggunakan tangan dan mesin cuci, sementara tarif jasanya 
berdasarkan sistem kiloan. 
Jadi yang dimaksud dengan studi komparasi pada RSIA Restu 
Bunda dan RSIA Puri Betik Hati adalah membandingkan secara ilmiah 
sistem jasa laundry yang ada di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik 
Hati. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul 
skripsi yang akan penulis teliti adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam 
mengenai perbedaan praktik jasa laundry dengan memandang berdasarkan 
hukum Islam pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Restu Bunda Teluk 
Betung dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati Way Halim 
kota Bandar Lampung. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian 
ini, yaitu: 
1. Alasan Objektif 
Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung yang 
menerapkan adanya jasa laundry dengan sistem penerapan yang berbeda. 
Seperti, pada RSIA Restu Bunda yang menerapkan jasa laundry satuan dan 
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dengan tarif disamaratakan antara pakaian yang berukuran besar maupun 
ukuran kecil, sementara proses pencucian menggunakan tangan. Sedangkan, 
pada RSIA Puri Betik Hati menerapkan jasa laundry kiloan dengan tarif 
masih dalam lingkup wajar seperti laundry-laundry pada umumnya dan 
proses pencucian menggunakan tangan juga mesin. Dalam hal ini penulis 
ingin meneliti pada dua tempat yang berbeda penerapan sistem jasa laundry. 
Maka penelitian ini dianggap perlu diadakan guna menganalisisnya dari 
sudut pandang hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
Agar penulis mendapat gelar di Fakultas Syari‟ah, pun dalam 
pembahasannya pada judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang 
penulis pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 
Lampung. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung di antaranya 
yaitu RSIA Restu Bunda yang terletak di kecamatan Teluk Betung, RSIA Puri 
Betik Hati terletak di kecamatan Way Halim, RSIA Bunda Asy-Shifa terletak 
di kecamatan Engal, RSIA Belleza terletak di kecamatan Kedaton, RSIA 
Anugerah Medika terletak di kecamatan Engal, RSIA Mutiara Putri terletak di 
Tanjung Karang. Banyaknya RSIA di Bandar Lampung dengan berbeda-beda 
tingkat pelayanan dan kualitas, berbeda pula mengenai penerapan jasa laundry. 
Seperti pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati yang menerapkan 
jasa laundry dengan sistem berbeda. 
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RSIA Restu Bunda Teluk Betung yang menerapkan adanya jasa 
laundry dengan penentuan tarif jasa disamaratakan antara pakaian ukuran kecil 
maupun pakaian ukuran besar yakni sebesar Rp5.000,00/satu pakaian. 
Kemudian, pencucian menggunakan tangan dan jangka waktu penyelesaian 
selama kurang lebih satu hari. Dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim juga 
menerapkan adanya jasa laundry, namun di RSIA ini sistem tarif jasa berbeda 
dengan sistem tarif jasa yang ada di RSIA Restu Bunda. Di RSIA Puri Betik 
Hati menerapkan jasa laundry dengan tarif masih dalam lingkup wajar seperti 
laundry-laundry pada umumnya yakni Rp8.000,00/kg pakaian. Dan proses 
pencucian menggunakan mesin terkadang dengan tangan juga, sementara 
jangka penyelesaiannya kurang lebih satu hari. 
Menurut hukum Islam, dalam melaksanakan transaksi upah-mengupah 
haruslah memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Demikian rukun dan syarat 
upah-mengupah yaitu orang yang memberi upah dan menerima upah, dalam 
hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri. Selanjutnya, 
objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang 
diperbolehkan menurut agama (Islam). Kemudian, upah disyaratkan tidak 
berkurang nilainya, harus jelas upahnya sebelum pekerjaan dilaksanakan 
upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu dan bisa membawa 
manfaat yang jelas. Sementara, akad (ijâb dan qabûl) disyaratkan harus dibuat 
sebelum pekerjaan itu dikerjakan, akad tidak boleh disangkut pautkan dengan 
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urusan lain dan akad harus terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak yang 
melakukan akad (ijâb dan qabûl).
8
 
Dalam penentuan pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi jasa harus 
diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu  
kerjanya.
9
 Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang 
telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu 
sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah 
sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.
10
 
Dalam hal ini, jelaslah bahwa ijârah merupakan bagian dari kegiatan 
muamalah. Masa modern ini, transaksi ijârah banyak digunakan oleh 
masyarakat dikarenakan masyarakat ingin memanfaatkan jasa yang ditawarkan 
oleh pihak pemberi jasa tersebut. Salah satunya yakni jasa laundry yang 
sekarang ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya yaitu jasa 
laundry yang berkembang di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang sedang melakukan persalinan. 
Hal tersebut termasuk perbuatan tolong-menolong yang dianjurkan dalam 
agama, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah 
(5) ayat 2 yaitu: 
                        َو ّّٰللا     
 َو ّّٰللا       
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 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan 
Bisnis, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.142. 
9
 Fatwa DSN-MUI NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 tentang Akad Ijarah. 
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 
berat siksa-Nya.”11 
 
Ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk 
sosial untuk saling berbuat kebaikan dalam hal tolong-menolong. Hal tersebut 
mengacu pada transaksi ijârah pada jasa laundry yang merupakan bentuk 
muamalah yang dibutuhkan oleh manusia. 
Penentuan tarif jasa laundry, ditentukan berdasarkan berat timbangan 
pakaian yang akan dilaundry atau berdasarkan sistem satuan dengan penentuan 
tarif ditentukan berdasarkan ukuran dan jenis pakaian. Dan pemberian tarif 
tersebut merupakan upah yang harus diberikan oleh penerima jasa kepada 
pemberi jasa sebagai imbalan pencucian pakaian. Maka penerima jasa haruslah 
memberikan upah yang pantas, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-
Qur‟an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yaitu: 
                        
         ّّٰللا َو       ّّٰللا َو        
Artinya: 
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan.”12 
 
Ayat tersebut menjelaskan mengenai keharusan bagi penerima jasa untuk 
memberikan upah atas imbalan yang diberikan oleh pemberi jasa. Mengingat, 
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jasa merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Oleh itu, dalam pemberian tarif 
jasa haruslah sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaan. 
Berdasarkan teori hukum Islam mengenai penerapan jasa laundry di 
RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati memang tidak adanya 
kesenjangan seperti adanya dua pihak yang memberi upah maupun menerima 
upah, terdapat pula objek dalam transaksi jasa laundry, terdapat imbalan 
sebagai bayaran jelas sebelum pekerjaan dilaksanakan telah ditentukan tarif 
jasa laundry, telah jelas dapat membawa manfaat dan saat akad terjadinya 
kesepakatan bersama dalam artian pengguna jasa laundry menyetujui 
menggunakan jasa laundry pada RSIA Restu Bunda maupun jasa laundry pada 
RSIA Puri Betik Hati. Namun, dalam hal ini terdapat ketidaksetujuan dari para 
pengguna jasa laundry di RSIA Restu Bunda mengenai penerapan tarif jasa 
laundry karena tarifnya yang berbeda dengan jasa laundry pada umunya.  
Berdasarkan argumen tersebut di atas, menurut penulis, masalah ini layak 
untuk diteliti lebih lanjut. Karena dalam praktik jasa laundry pada RSIA Restu 
Bunda dan RSIA Puri Betik Hati menggunakan sistem jasa laundry dengan 
sistem yang berbeda khususnya pada RSIA Restu Bunda yang berbeda dalam 
penerapan tarif jasa laundry dengan tempat laundry kebanyakan.  
Penelitian ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP PRAKTIK JASA LAUNDRY RUMAH SAKIT IBU DAN 
ANAK DI BANDAR LAMPUNG (Studi Komparasi pada RSIA Restu 




D. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan 
pada sistem jasa laundry di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati 
mengenai kualitas laundry, pelayanan laundry maupun tarif jasa yang 
diterapkan pada kedua RSIA tersebut. Dalam hal ini, melihat persamaan dan 
perbedaan antara kedua RSIA tersebut. 
Adapun penelitian ini terdapat sub-subfokus sebagai berikut: 
1. Kualitas laundry pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. 
2. Pelayanan laundry pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. 
3. Tarif jasa laundry pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 
merumuskan masalah proposal ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik 
Hati? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara jasa laundry di RSIA Restu 
Bunda dan di RSIA Puri Betik Hati? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa laundry RSIA 
Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui sejelas mungkin tentang praktik jasa laundry RSIA 
Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. 
11 
 
2. Untuk mengetahui sejelas mungkin tentang persamaan dan perbedaan 
antara jasa laundry di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. 
3. Untuk mengetahui sejelas mungkin tentang pandangan hukum Islam 
terhadap praktik jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik 
Hati. 
G. Signifikasi Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah 
wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jasa laundry Rumah Sakit Ibu 
dan Anak di Bandar Lampung. Serta diharapkan mampu memberikan 
pemahaman mengenai praktik jasa laundry yang sesuai dengan hukum 
Islam dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan 
melakukan penelitian lanjutan. 
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 
penulisan dan juga sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi pembaca 
dan Civitas Akademika.  
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 
menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas isu tertentu.
13
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 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, 
(Jakarta: Grasindo, 2018), h.2-3. 
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Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode 
yang digunakan adalah: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian 
lapangan (field research) yaitu dengan mencari data secara langsung 
ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.
14
 
Dinamakan studi lapangan (field research) karena tempat penelitian 
ini di lapangan kehidupan, karena itu data yang dianggap sebagai data 
primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.
15
 Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan 
dengan rumusan masalah diatas, yaitu meliputi: 
1. Data tentang praktik jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA 
Puri Betik Hati. 
2. Data tentang pengguna jasa laundry RSIA Restu Bunda dan RSIA 
Puri Betik Hati. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 
mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok 
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 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset, (Bandung: 1986), h.27. 
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 Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah 
dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.
17
  
2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti.
18
 Dalam hal ini data tersebut 
diperoleh dari orang yang memberi jasa laundry RSIA Restu Bunda 
dan RSIA Puri Betik Hati. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. 
Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan 




Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-
dokumen, jurnal, literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam, 
buku-buku dan catatan yang kesemuanya itu mempunyai relevansi 
dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 
Permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang perbandingan sistem 
jasa laundry RSIA di Bandar Lampung dengan memandang sesuai 
dengan hukum Islam. 
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3. Populasi  
Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai 
karakteristik yang sama.
20
 Dalam penelitian ini, populasi diambil dari 
orang yang terlibat dalam pelaksanaan jasa laundry, yakni kepada 
pengelola jasa laundry dan penerima jasa laundry RSIA Restu Bunda dan 
RSIA Puri Betik Hati. 
Menurut Winarno Surahmat dalam buku “Dasar dan Teknik 
Research Pengantar Metodologi Ilmiah”, memberikan pedoman sebagai 
berikut: “Apabila populasi cukup homogen (serba sama), terhadap 
populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, di atas 
1.000 sebesar 15%.”21 
Pada satu hari dalam satu ruangan pengguna jasa laundry 
berjumlah 10 pasien dengan 1 pengelola laundry sedangkan pada RSIA 
Puri Betik Hati terdapat 4 pengelola laundry 1 orang sebagai koordinator 
laundry. Maka peneliti menggunakan 12 responden untuk mendapatkan 
data dalam penelitian ini, dengan rincian 5 responden dari pengguna jasa 
laundry RSIA Restu Bunda dan 5 responden dari pengguna jasa laundry 
RSIA Puri Betik Hati. Sedangkan 2 responden lagi adalah pengelola jasa 
laundry RSIA Restu Bunda dan pengelola jasa laundry Puri Betik Hati.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
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 Soeharjo Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI:PRESS, 2002), h.172. 
21 Susiadi, Metodologi Penelitian...., h. 81. 
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a. Observasi  
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer 
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
22
 
Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-
pengamatan terhadap pelaksanaan jasa laundry dengan sistem satuan 




Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).
23
 
Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 
responden yaitu pemberi jasa dan penerima manfaat berdasarkan pada 
masalah yang dibahas atau diteliti. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukkan pada objek dalam penelitian ini berupa buku 
analisis yang mendukung dalam penelitian.
24
 Metode ini digunakan 
untuk memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik 
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berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait 
dengan penelitian. 
5. Metode Pengolahan Data 
Dalam pengolahan data ini menggunakan metode dan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing), yaitu pengecekan atau pengoreksian data 
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
25
 Metode ini digunakan 
untuk memeriksa data serta mendeskripsikan data yang relevan 
dengan penelitian. 




c. Analizing, yaitu tahapan analisa data yang terkait dengan praktik jasa 
laundry Rumah Sakit Ibu Anak Restu Bunda dan Rumah Sakit Ibu 
Anak Puri Betik Hati. 
6. Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang 
diperoleh dari data lapangan, dengan menggunakan analisis data 
komparasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain.
27
 Sedangkan komparasi adalah membandingkan dua hal untuk 
mengetahui perbedaan yang kemudian diambil kesimpulan. Dalam 
menganalisis data komparasi dari penelitian yang penulis dapatkan, 
selanjutnya memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh 
dari pemberi jasa laundry di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik 
Hati, terhadap kenyataan yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah 
yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang 
diperoleh) dan menyajikannya dalam Bab III kemudian membuat 
kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diolah. 
Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 
deskriptif yaitu suatu penjelasan dan pengintrepretasikan secara logis, 
sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 
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1. Pengertian Akad 
Kata akad berasal bahasa Arab al-„aqd yang berarti perikatan, 
perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali 
yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. 
Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (ُ طْبّرلا) dan 
kesepakatan (ُْقاَفِتِلاا). 
Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan: Pertalian ijâb 
(pernyataan melakukan ikatan) dan qabūl (peryataan penerimaan ikatan) 
sesuai dengan kehendak syariat yang  berpengaruh kepada objek perikatan. 
Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” 
maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau 
lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. 
Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, 
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atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata 
“berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya 
perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijâb) kepada 
pihak lain (yang menyatakan qabūl).28  
  
Sedangkan menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti yakni 
pertama, mengikat (ُاطْبَّرلا), yaitu:  
 ٍةَدِحاَؤ ٍةَع ْثِقَك اَحِبْصُي َف َلاِصَّث َي يَّثَِحرَخّٰلأِاب َاُهُُدَحَأ ُّدُشَيَؤ ِينَل ْ بَح َْفََرط َعَْجَ 
Artinya:  
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya 
dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi 
sebagai sepotong benda.”29 
Kedua, berarti sambungan ( ُةَدْقَع), yaitu: 
 ِذَّلا ُلِصْوَمَْلااَمُهُقِّ ثَو ُيَو اَمُهُكِسُْيُ ْى  
Artinya: 
“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”30 
Kemudian, ketiga yaitu janji ( ُدُهَعَْلا), sebagaimana dijelaskan dalam 
Al-Qur‟an surat Ali Imran (3) ayat 76 yaitu: 
          ّّٰللا َو         
Artinya: 
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 Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51. 
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“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa.”31 
Adapun akad menurut istilah ada beberapa pendapat di antaranya 
adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh 
yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah 
hubungan/keterkaitan antara ijâb dan qabûl atas diskursus yang dibenarkan 
oleh syara‟ dan memiliki implikasi hukum tertentu.32 Sedangkan menurut 
Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijâb dengan 




Selanjutanya, akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau 
perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai 
komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. 
Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 
seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, 
seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 
Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijâb (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabûl (pernyataan penerimaan 
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Dari beberapa definisi akad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
akad merupakan perikatan/pejanjian yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih, dimana pihak pertama melakukan pernyataan penawaran sebagai 
ijâb atas pemindahan kepemilikan atau tukar manfaat dan pihak kedua 
melakukan penerimaan yang dimaksud dari pihak pertama yang semua ini 
haruslah sesuai kesepakatan bersama dan tidak adanya paksaan antara 
salah satu pihak yang melakukan akad. 
2. Rukun dan Syarat Akad  
a. Rukun Akad 
Dapat diketahui bahwa akad adalah sesuatu yang dilakukan oleh 
dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama, 
oleh itu muncul adanya dua belah pihak haq dan iltijâm berdasarkan 
yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut. 
1) „aqid adalah orang yang melakukan akad, biasanya masing-masing 
pihak terdiri dari satu orang atau bahkan biasanya terdiri dari 
beberapa orang. Seperti penjual dan pembeli cabai di pasar masing-
masing terdiri dari satu orang, lalu misalnya pada pembagian harta 
waris, dimana ahli waris memberikan sesuatu kepada pihak yang 
terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad biasanya 
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mempunyai haq (aqid ashli) dan bisa jadi merupakan wakil dari 
yang memiliki haq.  
2) Ma‟qûd „alaih adalah sesuatu barang yang diakadkan, seperti barang 
yang dijual pada akad jual beli, barang yang disewa atau menjual 
manfaat pada akad ijârah barang yang diberikan dalam akad hibbah, 
barang yang digadaikan dalam akad gadai, dan utang yang dijamin 
seseorang dalam akad kafalah. 
3) Maudlû‟ al „aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda jenis akad maka berbeda pula tujuan pada akad. 
Dalam akad jual beli tujuannya yaitu pemindahan barang dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli dengan diberi ganti berupa uang. 
Tujuan akad ijârah memberikan manfaat dengan adanya imbalan. 
Sementara, hibbah tujuannya yakni memindahkan barang oleh 
pemberi kepada pihak yang diberi tanpa adanya imbalan („iwâdh).  
4) Sighat al-„aqd adalah ijâb dan qabûl. Ijâb yaitu penjelasan yang 
keluar dari pihak pertama yang berakad sebagai gambaran 
keinginannya dalam berakad, sedangkan qabûl yaitu perkataan yang 
diucapkan oleh pihak kedua yang berakad pula setelah adanya ijâb 
sebagai gambaran adanya kesepakatan.  
Rukun di atas harus ada untuk terjadinya akad, karena tidak 
mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak 
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yang tidak membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk 
berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.
35
 
Bagi madzhab Hanâfi yang dimaksud dengan rukun akad adalah 
unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah 
pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui 
pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain 
dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang 
membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing 
pihak berupa ijâb dan qabûl. 
36
 
Sebenarnya secara subtansial kedua pandangan di atas tidak 
berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanâfi, yang menyatakan rukun akad 
hanyalah ijâb dan qabûl saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad 
tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan adanya objek akad. 




Dari definisi di atas jelaslah bahwa rukun akad adalah pernyataan 
antara dua pihak atas kehendaknya yang disebut dengan ijâb dan qabûl. 
b. Syarat Akad 
Akad dalam muamalah ada beberapa konsekuensi hukum dalam 
macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, 
syarat memberikan dan syarat keharusan luzum. 
1) Syarat Terjadinya Akad  
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Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk 
terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka batal, 
syarat ini ada dua bagian: Pertama, umum yakni syarat-syarat yang 
harus ada pada setiap akad. Kedua,  khusus yakni syarat-syarat yang 
harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian 
lainnya. 
 
2) Syarat Sah  
Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang 
berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang 
ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid 
(rusak). Ulama Hanâfiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari 
enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, 
pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudaratan dan syarat-
syarat jual beli rusak.
38
 
3) Syarat Pelaksanaan Akad  
Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan 
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang 
sehingga ia bebas untuk beraktivitas dengan apa-apa yang 
dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan 
adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf (penyerahan 
kekuasaan) sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni 
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dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau 
menjadi wakil seseorang.
39
   
4) Syarat Kepastian Hukum Luzum    
Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang 
ditetapkan oleh syara'  berkenaan kepastian sebuah akad. Di 
antaranya syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari 




Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus 
berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan 
persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas. 
Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah 
adalah sebagai berikut : 
a) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati. 
b) Harus sama rida dan ada pilihan. 
c) Obyeknya harus jelas.  
Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak 
mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan 
kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun 
demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :  
a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.  
b) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan. 
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c) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).41 
3. Dalil Tentang Akad 
Adapun dalil-dalil yang mengesahkan adanya akad, seperti dalam 
Firman Allah SWT Qur‟an surat Al-Maidah (5) ayat 1, yaitu: 
              .... 
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”42 
Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa setiap mukmin harus 
mampu memenuhi janji atas apa yang diakadkan baik dengan pekataan 
maupun perbuatan. Dalam ayat lainnya disebutkan dalam Qur‟an surat An-
Nisa (4) ayat 29, yaitu: 
                       
                 ّّٰللا َو    
      
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”43 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan akad haruslah 
berdasarkan atas kerelaan antara dua pihak dan tidak adanya keterpaksaan. 
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Selanjutnya dalam ayat pun disebutkan dalam Qur‟an surat At-Taubah (9) 
ayat 4, yaitu: 
                       
                   ّّٰللا َو        
 
Artinya: 
“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun 
(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang 
memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai 
batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertaqwa.”44 
 
Maksud ayat di atas yakni ketika telah melakukan perjanjian maka 
haruslah memenuhi janji atas apa yang telah disepakati antara dua pihak 
yang melakukan akad berdasarkan rukun dan syarat yang belaku dalam 
melakukan akad. 
Dari ayat-ayat Al-Qur‟an di atas, jelaslah bahwa akad/perjanjian 
telah disahkan berdasarkan Firman Allah SWT dan telah diatur dalam ayat 
tersebut mengenai pelaksanaan akad, dimana ketika melakukan akad 
haruslah berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan ketika telah 
menyepakati perjanjian maka penuhi janji itu. 
4. Berakhirnya Akad 
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Suatu akad dipandang beakhir apabila telah tercapai tujuannya. 
Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila 
dipandang telah berpindah kepada pembeli dan harganya telah menjadi 
milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad 
dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.
45
 Dan pada akad 
ijârah misalnya akad telah berakhir apabila pemenuhan manfaat telah 
terpenuhi. 
Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila 
terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi 
dengan sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 
syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli 
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan, 
b. Dengan sebab adanya khiyâr, baik khiyâr rukyat, cacat, syarat, atau 
majelis. 
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini 
disebut iqâlah. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Daud 
mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan 
orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan 
menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. 
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d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 
oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam khiyâr pembayaran (khiyâr 
naqd) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada 
pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya 
tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam 
waktu yang ditetukan membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila 
ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal). 
e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka 
waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. 





1. Pengertian Ijârah 
Ijârah berasal dari kata al-ajru, berarti al-iwâdh (upah atau ganti). 
Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijârah menurut bahasa, yaitu bai‟ al-
manfaah yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu, pengertian ijârah 
menurut istilah adalah:
47 
“Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan 
harga tertentu.” 
Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa al-ijârah 
berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwâd (ganti).48 
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Ijârah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang 
ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat 
barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan 
untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.
49
 Dia juga 
menjelaskan bahwa transaksi ijârah dilandasi adanya pemindahan manfaat 
(hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada 
dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya 
terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya 




Ijârah menurut Hanafiyah adalah: 
 “Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.” 
Menurut Malikiyah, ijârah yaitu: 
لاا ِةَعَف ْ نَم ىَلَعِدََقاَع َّ تلا ُةَيِمْسَت˜ ِنَلاْوُق ْنَ
لما ِضْع َبَو ِّىِمَد  
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 
manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”51 
Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijârah yaitu: 
 َُةلَداَبُمَْلا ٌةَع ْوُضْوَم ٌدْقَع  ِةَعَف ْ نَم ىَلَع  
Ijârah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Qur‟an surat. Al-Baqarah (2) 
ayat 233, yaitu: 
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                         
          ّّٰللا َو      ّّٰللا َو          
Artinya: 
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan 
sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah 
menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh 
menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya 
atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan 
kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan 
yang berlaku, hendaklah ditunaikan.
52
 
Disamping itu, dalam Qur‟an surat At-Thalaq (65) ayat 6 
dijelaskan: 
 ...            ... 
Artinya:  
...”Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka 
upah”... 
Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama ijma‟ tentang kebolehan 
ijârah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang 
atau tenaga orang lain. Ijârah adalah salah satu bentuk aktivitas yang 
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dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-
mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan 
kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi 
tolong menolong yang dianjurkan agama. Ijârah merupakan bentuk 
muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam 
melegalisasi keberadaannya. Konsep ijârah merupakan manifestasi 




Manfaat sesuatu dalam konsep ijârah, mempunyai pengertian yang 
sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap 
suatu pekerjaan tertentu. Jadi, ijârah merupakan transaksi terhadap 
manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-
menyewa. Ijârah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan 
tertentu. 
Dilihat dari objek ijârah berupa manfaat suatu benda maupun 
tenaga manusia ijârah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu: 
a. Ijârah ain, yakni ijârah yang berhubungan dengan penyewaan benda 
yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa 
memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti 
menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. 
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b. Ijârah amal, yakni ijârah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang 
diistilahkan dengan upah mengupah. Ijârah ini digunakan untuk 
memperoleh jasa dari seseorang yang membayar upah atau jasa dari 
pekerjaan yang dilakukan. 
2. Dasar Hukum Ijârah 
Ijârah hukumnya dibolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah 
swt, dalam Al-Qur‟an surat Al-Kahfi (18) ayat 77, yaitu: 
                              
                            
    
Artinya: 
“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai 
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk 
negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, 
kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang 
hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: 
"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”54 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan pekerjaan maka 
berhak menerima upah atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya dalam 
firman Allah swt Qu‟an surat Al-Qashash (28) ayat 26, yaitu: 
                             






“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 
 
Setiap melakukan suatu pekerjaan haruslah secara sungguh-
sungguh, kuat, jujur dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah 
diambil. Kemudian dalam firman Allah swt Qur‟an surat Al-Qashash (28) 
ayat 27, yaitu: 
                        
                       
       ّّٰللا ُو         
Artinya: 
“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 
bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku 
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
termasuk orang- orang yang baik.” 
 
Rasulullah saw bersabda, 
 ّّٰللَلاَق ّٰلَع َت ُو َاب ٌلُجَرَو ,َرَدَغ َُّثُ بِ ىَطَْعأ ٌلُجَر :ِةَماَيِقْلا َمْو َي ْمُهُمْصَخ َاَنأٌَةَثلاَث ى َع  
 َْلَو ُوْنِم َفَْو َتْسَاف ًايرِجَأ َرَجْأتْسِا ٌلُجَرَو ,ُوََنَثَ َلَكَأَف اِّرُح.َُهرْجأ ِوِّفَو ُي  
Artinya: 
 “Allah swt berfirman, tiga golongan manusia dimana Aku akan 
menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat yaitu; orang yang 
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memberi (sumpah) atas namaKu, lalu berkhianat (dengan 
membatalkannya), orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan 
uangnya, dan orang yang menyewa (memperkerjakan) seorang pekerja, 
lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.”55 
 
Selain, Firman Allah terdapat pula hadits yang menjadi dasar 
hukum Ijârah, yakni seperti dalam hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari 
Ibnu Umar: 
                                          ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق َُهرْجَأ َر ْ يِجَلأْلا اْوُطَْعأ 
"Berikanlah  upah pekerja  sebelum  keringatnya  kering." 
Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari AbuُHurairah dan Abu 
Sa'id al-Khudri: 
  َُهرْجَأ ُوْمِلْع ُيْل َف ًار ْ يِجَأ َرَج ْاَتْسا ِنَم 
"Barang  siapa  mempekerjakan pekerja,  beritahukanlah  
upah-nya.” 
Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa‟id Ibn Abi Waqqash: 
 َنِم ْيِقاَو َّسلا ىَلَع َابِ َضْرَلأْا ِيرْكُن اَّنُك ُو ّّٰللا ُل ْوُسَر َاناَه ْ نِم ِءاَمْلِاب َدِعَس اَمَو ِْعرَّزلا
 ٍة َّضِف ْوَأ ٍبَىَذِب اَه َِيرْكُن ْنَأ َاَنرََمأَو َكِلَذ ْنَع َمَّلَسَو ِِولاو ِوْيَلَع 
Artinya:   
             "Kami pernah  menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri 
air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan 
memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak." 
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Juga berdasarkan transaksi ijârah dari Rasullah saw dan Abu Bakar 
ra ketika berhijrah, mereka menyewa seorang laki-laki dari Bani al-Dil 
sebagai pemandu jalan menuju Madinah.
56
 
Adapun beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan ijârah, 
yakni sebagai berikut. 
a. Pekerja yang disewa (dipekerjakan) dalam perserikatan yang banyak, 
misalnya: sejumlah penjahit atau tukang pandai, maka mereka 
diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dirusakannya karena 
tindakannya dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang dari 
toko yang mereka jaga. Karena keberadaan barang yang ada ditoko 
dianggap sebagai barang titipan, sedangkan orang yang dititipi tidak 
diwajibkan mengganti keusakan barang yang dititipkan kepadanya, 
selama ia tidak bertindak ceroboh. Juga keberadaan pekerja khusus 
dianggap seperti seseorang yang disewa (dipekerjakan) untuk bekerja 
padanya secara khusus, maka pekerja tersebut tidak wajib menggantikan 
kerusakan barang yang dipakainya selama ia tidak bertindak ceroboh 
atau melampaui batas. 
b. Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan 
setelah manfaat yang dimaksud terpenuhi atau setelah pekerjaan selesai, 
kecuali jika disyaratkan supaya diserahkan ketika akad, berdasarkan 
sabda Rasulullah saw. 
 .ُوَلَمَع ىَضَق اًذِإ ُُهرْجَأ َّفََو ُي َا َّنَِّإ َلِم اَعْلا َّنِكّٰل 
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 “Akan tetapi pekerja hanyalah berhak diberikan upahnya ketika 
dia telah menyelesaikan pekerjaannya.” 
c. Pekerja yang disewa (dipekerjakan) berhak menahan barang hingga 
upahnya dibayar, jika tindakan menahannya itu berpengaruh terhadap 
pemenuhan upahnya seperti penahanan yang dilakukan oleh sejumlah 
penjahit. Jika tindakan penahannya tidak memiliki pengaruh seperti 
seseorang yang disewa untuk memikulnya suatu barang ke tempat 
tertentu, maka ia tidak berhak menahannya, tetapi harus 
menyampaikannya ke tempat yang dimaksud, kemudian ia meminta 
upahnya. 
3. Rukun dan Syarat Ijârah 
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau 
transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi 
ijârah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari 
Ijârah  sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah 
pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka 
sama suka. Menurut Hanâfiyah, rukun ijârah hanya satu yaitu ijâb dan 
qabūl, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.57 
Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijârah ada empat yaitu: 
orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighat (ijâb dan 
qabūl). Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai 
berikut: 
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a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal 
dan atas kehendak sendiri. 
b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan 
berakal. 
c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang 
dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah 
sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). 
d. Imbalan dengan bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan: 
1) Tidak berkurang nilainya. 
2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus 
ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 
3) Harus membawa manfaat yang jelas. 
e. Akad (ijâb dan qabūl), dalam hal ini disyaratkan: 
1) Akad (ijâb dan qabūl) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan. 
2) Akad (ijâb dan qabūl) itu tidak boleh disangkutpautkan dengan 
urusan lainnya. 
3) Akad (ijâb dan qabūl) harus terjadi atas kesepakatan bersama. Kedua 
belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan 
akad ijârah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri.  Apabila 
salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka 
akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau 
intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhoi 
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sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa‟ ayat 
29, yaitu: 
                          
                     ّّٰللا َو          
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
Kemudian, adapun syarat-syarat lainnya yakni, pertama, harus 
mengetahui manfaatnya misalnya mendiami rumah atau menjahit pakaian.  
Kedua, manfaat yang dimaksud berhukum mubah, karena itu tidak 
diperbolehkan menyewa seorang budak perempuan untuk digauli, 
menyewa seorang wanita untuk bernyanyi atau untuk meretapi jenazah 
atau menyewa tanah untuk mendirikan gereja atau pabrik minuman keras 
misalnya. 
Selanjutnya, yang ketiga, mengetahui upahnya, berdasarkan 
keterangan di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Sa‟id, 
 ىَه َن ِو ّّٰللا ُل ْوُسَر  ّّٰللا ىَلَص ِويَلَع ُو َمَّلَسَو   ِتْسا ِنَعٴ.ُُهرْجَأ َُول َ َّين َب ُي َّتََّح ِْيرِج َلأا ِراَج  
Artinya: 
 “Rasulullah saw telah melarang menyewa (mempekerjakan) 
seorang pekerja, sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya.”58.  
4. Berakhirnya Upah (Ijârah) 
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Ijârah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak 
membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijârah 
merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan 
fasakh. 
Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijârah  akan berakhir 
apabila : 
1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau  baju yang 
dijahitkan hilang. 
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah  telah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 
kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, 




3. Menurut ulama Hanâfiyah berpendirian bahwa akad Ijârah bersifat 
mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur 
dari salah satu pihakyang berakad, seperti contohnya salah satu pihak 
wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah 
seorang yang berakas meninggal dunia, akad ijârah batal karena 
manfaat tidak boleh diwariskan.
60
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Kemudian, upah bisa gugur apabila kerusakan barang  penyewaan 
pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal 
berikut:   
a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti 
menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh 
upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak 
ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang 
(gugur).  
b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik 
barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh 
upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum 
menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya. 
Ulama Hanâfiyah berpendapat gugurnya upah adalah: 
a. Jika benda ada ditangan ajir  
1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas 
pekerjaan tersebut.  
2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah 
atas pekerjaannya sampai selesai.  
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Transaksi ijârah juga bisa tidak sah apabila tidak adanya keridhaan 
antar dua pihak yang melakukan akad, seperti dalam kaidah ushûliyah 
dijelaskan: 
 َا َلأ ْص ُل  ِفَ َعلا  ْق ِد  ِر َض 
ُ
لما ي َت َعا  ِق َد ْي ِن  َو  َن َت ْي َج ُت ُو  َم ِا ا َتل َز َم ُها  ِبا َّتل َعا  ُق ِد  
 “Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua 
belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang 
diakadkan”. 
 
Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam suatu transaksi 
merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah 
apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah 
akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau 
juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridhai, 
tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang 
keridhaannya maka akad tersebut bisa batal. 
5. Ketentuan Upah-Mengupah 
Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas 
pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan 
dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). 
Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 
bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban tehadap orang-orang yang 
mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang 
sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl 
(16) ayat 97: 
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                         
                   
Artinya:  
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 
Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 
apa yang telah mereka kerjakan.” 
 
 Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan 
yang menunjukan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan 
bagaimana menentukan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman 
terhadap buruh ataupun dizhalimi oleh buruh, sebagaimana dalam Firman 
Allah SWT sebagai berikut. 
             ّّٰللا ِو            
        
Artinya: 
 “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan 
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”62 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menetapkan upah tidak 
boleh adanya kezhaliman atau adanya kecurangan, sehingga jelaslah upah 
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yang diberikan dan tidak adanya kecurigaan serta perselisihan yang 
mengakibatkan permusuhan. 
Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam 
akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami 




a. Kelayakan Upah 
Batasan tentang upah menurut dewan pengupahan adalah  
sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan 
dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau 
jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai 
jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 
produksi, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang telah 
ditetapkan menurut suatu persetujuan Undang-Undang dan peraturan-
peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 
pemberi kerja dan penerima kerja. 
Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, 
dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga 
pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih 
terwujud.
64
 Sebagaimana di dalam Al-Qur‟an juga dianjurkan untuk 
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bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Dalam surat an-
Nisa‟ ayat 135 Allah tegaskan: 
                ِل ّّٰل ِو       
         ... 
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...” 
 
Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya 
sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan. 
 
b. Adil bagi Kedua Belah Pihak 
Sebagaimana dipaparkan di atas, Islam sangat menginginkan 
upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan 
pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa 
seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang 





c. Tidak Menunda-nunda Pembayarannya 
Pengusaha (musta‟jir) berkewajiban membayar upah  kepada 
buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Islam 





menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu 
sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-




Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah 
yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
67
 Tentu saja penetapan 
tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang 
berkatan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa 
perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan. 
Berapa besarkah upah yang ideal, sulit untuk ditentukan. Namun 
terdapat beberapa hadis dapat diambil petunjuk kualitatif nilai upah 
minimum dan ideal. Menurut Rasulullah, seorang pekerja (pria ataupun 
wanita) mendapat hak setidaknya makanan dan pakaian yang mencukupi, 
dan hanya dibebani dengan pekerjaan yang mampu ia lakukan. 
 َلاَو ُُوتَوْسَِكو ُوُم اَعَط ِك ْوُلْمَمِْلل َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُو ّّٰللا ىَلَص ِّبََِّنلا ْنَع ََةر َْيرُى بَِأ ْنَع
 ُي َنِمْوُفَّلَك  ِلَمَعْلا  َلاِا  ُياَميِط ُق  
Artinya: 
 “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “seorang 
hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, 
janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang diluar 
kemampuannya.”68 
 




 Isnaini Harahap, Hadis-hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 76. 
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Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga 
diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwa upah 
minimum haruslah mencukupi pekerja untuk mendapat makanan dan 
pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluaga tanpa membebani 
dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini dpandang oleh para 
sahabat Rasulullah sebagai syarat minimum, bahkan untuk dapat menjaga 
standar spiritual masyarakat muslim. Telah diriwayatkan bahwa „Utsman, 
khalifah ketiga berkata. 
 َأ ِوِْيَبأ ْنَع ٍكِل اَم ِنْب ِلْيَهُس ْبَِأ ِو ِّمَع ْنَع كِلَم ِنَِث َّدَحَو ُع َع
َِسَ ُوَّن ْث َنا َّفَع َنْب َناَم
  َتََّم ْمُكَّنَِإف َبْسَكْلا ِةَع ْ ن َّصلا ِتاَذ َر ْ يَغ َةَمَلأْا اوُفَّلَكُت َلا ُلوُق َي َوُىَو ُبُتَْيَ َوُىَو
 ُوَّنَِإف َبْسَكْلا َيرِغ َّصلا اوُفَّلَكُت َلاَو اَهِجْرَفِب ْتَبَسَك َكِلَذ اَىوُمُتْفَّلَك  َِيَ َْلَ اَذِإ َقَر َي ْد
 ُمُك َّفََعأ ْذِإ او ُّفِعَو اَه ْ نِم َبَاط َابِ ِمِع َاطَمْلا ْنِم ْمُكْيَلَعَو ُو ّّٰللا  
Artinya: 
 “Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu 
Suhaili bin Malik dari ayahnya bahwasannya ia mendengar Utsman bin 
Affan berkhotbah seraya mengatakan; „Janganlah kalian bebani budak 
wanita yang tidak punya keahlian untuk bekerja dengan kemaluannya. 
Janganlah kalian membebani anak kecil untuk bekerja, karena jika ia tidak 
mendapatkannya maka ia akan mencuri. Jagalah kehormatan, niscaya 
Allah akan menjaga kehormatan kalian, dan makanlah dengan makanan 
yang baik.”69 
 
Berdasarkan hadis tersebut, upah minimum adalah upah yang 
mampu memenuhi keutuhan seperti pakaian dan makanan, sedangkan upah 
                                                             
69
 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kareber Widjajakusuma, Menggagas 
Bisnis Islam, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), H.83 
48 
 
yang ideal merupakan upah yang membuat pekerja mampu untuk 
memakan makanan dan mengenakan pakaian sebagaimana majikannya.
70
 
Jika kedua jenis upah di atas (upah minimum dan upah ideal) 
digabungkan, maka upah yang adil harus di atas upah minimum dan 
nilainya diharapkan bisa mendekati upah ideal. Hal ini untuk 
meminimalkan perbedaan penghasilan dan untuk menjebatani jurang 
antara kondisi kehidupan para pekerja dan majikan yang cenderung 
melahirkan dua kelas yang berbeda, yatu kelas „mampu‟ dan „tidak 
mampu. Adanya dua kelas berbeda ini akan melemahkan ikatan 
persaudaraan yang merupakan sifat mendasar dari masyarakat Muslim.  
Di antara nilai upah minimum dan ideal tersebut, nilai upah 
sesungguhnya ditentukan  oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, 
tingkat perkembangan ekonomi, tingkat kesadaran moral dalam 
masyarakat Muslim, dan kebijakan pemerintah dalam penetapan upah.
71
 
Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah 
yang telah disebutkan (ajrun musammâ), dan kedua, upah yang sepadan 
(ajrul mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musammâ) itu syaratnya 
ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, 
sedangkan upah yang sepadan (ajrul mitsli) adalah upah yang sepadan 
dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) 
jika akad ijârahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Kemudian 
yang menentukan upah tersebut (ajrul mitsli) adalah mereka yang 
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mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang 
ditetapkan negara, juga bukan standar kebiasaan penduduk suatu negara, 
melankan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun 
pekerja yang  hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan 
upahnya ini disebut dengan khubara‟u. 
Transaksi ijârah dilakukan seorang musta‟jir dengan seorang ajȋr 
atas jasa dari tenaga yang dicurahkannya, sedangkan upahnya ditentukan 
berdasarkan jasa yang diberikannya. Adapun berapa besar tenaga yang 
dicurahkannya bukanlah standar upah seseorang serta standar dari 
besarnya jasa yang diberikan, sebab jika demikian, tentunya upah seorang 
tukang becak seharusnya lebih besar dibandingkan dengan upah yang 
diterima seorang sarjana karena tenaga yang dicurahkan tukang becak 
lebih besar dibandingkan sarjana. Karena itu, upah merupakan imbalan 
dari jasa dan bukan imbalan dari tenaga yang dicurahkan.
72
   
Namun berbeda dengan sabda Rasulullah SAW seperti yang 
disampaikan oleh Imam al-Ghazâli di dalam kitabnya Ihyâ„Ulûmuddin 
yang berbunyi: 
 َدَقُِبرْجَلأَأ ْبَعَّ تلا ِر  
 “Upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan.”73 
Besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan dapat dilihat dan diukur 
dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar 





 M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah 
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kecilnya upah dalam suatu pekerjaan adalah faktor jumlah pekerjaan atau 




Dalam penentuan upah berdasarkan pekerjaan yang berbeda sudah 
pasti akan berbeda banyaknya upah. Namun, lain halnya jika penentuan 
upah pada pekerjaan yang sama namun tingkat kesulitan atau beratnya 
beban kerja berbeda maka upah disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan 
maupun beban beratnya bahkan berdasarkan besar kecilnya resiko 
pekerjaan.  
C. Tinjauan Pustaka 
Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini 
penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang praktik jasa 
laundry. 
Skripsi yang disusun oleh Andi Wibowo yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta.” 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini membahas 
mengenai sewa jasa yang berkaitan dengan akad jasa laundry.
75
 
Persamaannya membahas mengenai praktik jasa laundry. Sedangkan 
perbedannya yakni praktik jasa laundry tetapi lebih fokus pada sistem 
pengembalian pakaian. 
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